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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan bahwa: 

 

1. Eksistensi masyarakat hukum adat marga serampas dapat dikatakan 

masih ada karna pemenuhan terhadap unsur unsur dalam Peraturan 

Menteri Agraria No 5 Tahun 1999 Mengenai Keberadaan Persekutuan 

Masyarakat Adat , batas tanah sampai kepada fungsionaris adat dan juga 

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat marga serampas pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 8 Tahun 2016 Tentang 

Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga 

Serampas serta ketetapan pada keputusan menteri LHK 

Nomor6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang penetapan 

hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas 

2. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat marga 

serampas sampai saat ini masih belum mendapatkan titik terang 

meskipun dalam pengaturannya masyarakat hukum adat marga 

serampas sudah cukup bukti dengan berbagai peraturan per undang 

undangan akan tetapi belum terselesaikan karna kurangnya pengawasan 

ataupun tindak lanjut terhadap sengketa ini dan perlindungan hukum 

atas pemanfaatan itu sendiri juga di atur di dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Merangin No 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas 
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B. Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: 

 

1. Seharusnya pemerintah bisa lebih serius menanggapi persoalan 

persengketaan yang ada dikarenakan bukti bukti tentang pengakuan dan 

perlinndungan yang sudah cukup jelas sehingga memudahkan untuk 

menjalani proses yang sedang berlangsung sehingga dapat memberikan 

kebebasan kepada msyarakat hukumm adat untuk melakukan 

pengelolaan terhadap tanah adat nya. 

2. Perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa 

yang sedang berlangsung sampai kepada proses peninjauan lapangan 

yang menjadi objek sengketa tersebut. 
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